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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Peneliti di atas, Peneliti 

menarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah yang telah Peneliti 

paparkan sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut: 

5.1.1 Perspektif rezim hukum kepailitan dalam memandang Debitur Asing 
yang Insolvensi berdasarkan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

 
Keadaan Insolvensi yang dijabarkan dalam Pasal 178 ayat (1) 

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak merujuk pada keadaan 

Insolvensi berdasarkan pendekatan cash flow test, maupun balance sheet 

test atau konsep going concern value . Istilah keadaan tidak mampu 

membayar atau insolvensi yang di uraian dalam pasal tersebut juga tidak 

memiliki kaitannya dengan penilaian rasio keuangan debitur seperti 

likuiditas (liqidaty), solvabilitas (solvability), profitabilitas (profitability) 

dan leverage. 

Keadaan Insolvensi menurut UU K-PKPU tidak dikaitkan dengan 

pendekatan rasio – rasio ekonomi maupun rasio pendekatan perspektif rezim 

Kepailitan pada umumnya, akan tetapi semata – mata ditentukan 

berdasarkan ada tidaknya kesepakatan perdamaian antara Debitur dan 

Kreditur pada saat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara  

(PKPUS). Untuk menghindari dari keadaan Insolvensi tersebut debitur harus 

mengajukan Proposal Perdamaian kepada para Krediturnya. 

129 

Edwar Kelvin, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Debitur Asing yang di Nyatakan Insolvensi oleh Putusan Pengadilan Indonesia 
(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Niaga Medan  Nomor:11/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn) 
UIB repository @2019 



130 
 

Khususnya berkenaan dengan Insolvensinya Penaga Timur (M) SDN 

BHD Perusahaan Asing Asal Negara Malaysia, Peneliti tidak menemukan 

suatu pendekatan cash flow test, maupun balance sheet test atau konsep 

going concern value  dan juga tidak memiliki kaitannya dengan penilaian 

rasio keuangan debitur seperti likuiditas (liqidaty), solvabilitas (solvability), 

profitabilitas (profitability) dan leverage seperti yang berlaku dalam 

Perspektif Rezim Kepailitan pada umumnya. 

5.1.2 Peranan Kurator dalam memenuhi hak – hak Para Kreditur 
terhadap bodle pailit yang berada di Luar Negeri. 

 
Dari beberapa konvensi, perjanjian bilateral, dan multilateral yang 

dilakukan oleh Negara-negara yang di jelaskan salah satu alasan 

fundamental mengapa Indonesia belum bisa mengadopsi dan masuk dalam 

konvensi –konvensi diatas tidak terlepas dari Sistem Kepailitan Indonesia 

yang sangat berbeda dengan Perspektif Umum Kepailitan pada umumnya 

sebagaimana yang dijelaskan Peneliti dalam Pembahasan sebelumnya. 

Akibat perbedaan Sistem Kepailitan tersebut mengakibatkan urungnya 

negara Asing negara Asing mengakui Putusan Kepailitan di Indonesia. 

Peranan kurator dalam melakukan Pemberesan di luar negeri bagaikan 

Singa yang tak memiliki taring, disatu sisi Undang – undang mewajibkan 

Kurator untuk melaksanakan pemberesan terhadap seluruh Boedel Pailit 

namun disisi lain undang – undang tersebut mengalami inkonsistensi  dalam 

penerapannya. Padahal pengaturan tentang ketentuan badan hukum asing 

untuk diajukan Kepailitan di Indonesia telah diatur tegas dalam Pasal 3 ayat 

4 UU K-PKPU. Namun disisi lain  Inkonsistensi UU K-PKPU tersebut 
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dapat juga kita lihat dari minimnya pengaturan ketentuan – ketentuan 

Hukum  Internasional berkaitan dengan Pemberesan Boedel Pailit dan/atau 

Cross Border Insolvensy dalam ketentuan perundang – undangan UU K-

PKPU.  

Sehubungan dengan inkonsistensi -nya UU Nomor 37 Tahun 2004, 

baik dari segi Sistem Kepailitan Indonesia yang sangat berbeda dengan 

Perspektif Umum Kepailitan yang mengakibatkan tidak diakuinya Sistem 

Kepailitan Indonesia di Luar negeri maupun dari  minimnya pengaturan 

ketentuan – ketentuan Hukum  Internasional berkaitan dengan Pemberesan 

Boedel Pailit dan/atau Cross Border Insolvensy yang menyebabkan 

terhambatnya peranan Kurator dalam memenuhi hak – hak para Kreditur 

terhadap bodle pailit yang berada di Luar Negeri, telah nyata merugikan hak 

– hak para kreditur selaku para Pencari keadilan dan memiliki hak untuk 

mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang terkandung dalam 

“Pasal 28D ayat 1 UUD 1945” sebagai landasan filosofis yang berbunyi: 

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 

hukum”. 

5.1.3 Langkah – langkah yang dapat digunakan untuk memberi kepastian 
hukum bagi Para Kreditur atas boedle pailit yang berada di Luar 
Negeri. 

 
Secara formil Pasal 1 angka 1 jo Pasal 21 UU K-PKPU dengan tegas 

menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur merupakan Aset Pailit, 

namun dalam kenyataannya hal tersebut hanyalah bersifat tekstualitas yang 
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tidak memiliki daya paksa dalam pelaksanaannya. Dan jika bertitik tolak 

terhadap UU K-PKPU bagian kesepuluh tentang Ketentuan – Ketentuan 

Hukum Internasional dari “Pasal 212, Pasal 213 ayat (1) dan (2), Pasal 214 

ayat (1) dan (2)” maka secara komprehensif  Peneliti tidak menemukan satu 

aturan pun yang mengatur mengenai langkah – langkah yang dapat 

digunakan untuk memberi kepastian hukum bagi para kreditur atas boedle 

pailit yang berada di luar negeri. 

Ketentuan – ketentuan Internasional yang tercantum dalam UU K-

PKPU tersebut, hanya menitik beratkan terhadap perbuatan – perbuatan 

Kreditur untuk mengambil piutangnya dari Debitur ataupun Pihak ketiga 

yang bersifat sukarela (volountir) dan/atau bersifat kesepakatan saja, tanpa 

mengatur dengan tegas mengenai upaya – upaya dalam melakukan 

pemberesan terhadap Harta pailit yang berada di Luar Wilayah Republik 

Indonesia, dalam hal ini telah terjadi kekosongan hukum. 

Sehubungan tidak adanya pengaturan yang mengatur mengenai 

Pemberesan Harta Pailit di Luar Wilayah Indonesia, maka perlu kiranya 

diberikan langkah – langkah yang dapat digunakan untuk memberi 

kepastian hukum bagi Para Kreditur atas Boedel Pailit Penaga Timur (M) 

SDN BHD di Malaysia antara lain: 

1. Kurator harus bertanggung jawab untuk menjalankan pemberesan 

sebagaimana yang di amanahkan dalam UU K-PKPU dengan 

cara mengajukan Tuntutan terhadap Penaga Timur (M) 

SDN.BHD di negara Malaysia, hal ini sesuai tanggung jawab 
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kurator yang diatur  dalam pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan 

PKPU yang selaras dengan Pasal 21 UU K-PKPU tentang 

kedudukan boedel pailit yang bersifat universal. 

2. Pemerintah harus segera membahas pengaturan – pengaturan 

mengenai “Kepailitan Lintas Batas (Cross Border Insolvensi)” 

terkhusus dalam Perkara ini Peneliti berharap Pemerintah segera 

mengajukan Perjanjian Bilateral mengenai Kepailitan terhadap  

Pemerintahan Negara Malaysia, sebagai bentuk perlindungan dan 

kepastian hukum bagi Para Kreditur. 

5.2 Keterbatasan 

Dalam menyusun penelitian ini Peneliti menemui berbagai 

keterbatasan, antara lain: 

1. Keterbatasan pihak-pihak yang dapat diwawancarai oleh Peneliti 

perihal obyek penelitian. Dalam hal ini Peneliti hanya berhasil 

mewancarai Kurator dan tidak bisa melakukan wawancara terhadap 

Debitur Asing yang dimaksud oleh karena kedudukannya berada di 

Luar Wilayah Indonesia. 

2. Keterbatasan waktu, karena selain melaksanakan kuliah jurusan ilmu 

hukum di Universitas Internasional Batam, Peneliti juga masih aktif 

selaku Advokat yang dalam hal ini juga turun langsung sebagai Pihak 

dalam Kasus yang diteliti Peneliti. 

5.3 Rekomendasi 

Adapun rekomendasi Peneliti pada penelitian ini adalah : 
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1. Guna menegaskan bahwa pentingnya menyatukan Sistem Kepailitan 

Indonesia dengan Sistem Kepailitan yang telah dianut negara – negara 

lain yang telah menerapkan Test Insolvensi, maka Peneliti 

merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan 

Penelitian lebih mendalam dari kasus yang berbeda terkait Sistem 

Kepailitan Indonesia. 

2. Guna mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan Cross Border 

Insolvensy dalam ketentuan perundang – undangan Nomor 37 Tahun 

2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka Peneliti merekomendasikan 

kepada Mahkamah Agung RI sebagai Lembaga Tertinggi dibidang 

Yudikatif untuk membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 

Khusus tentang Cross Border Insolvensy; 

3. Guna memberikan langkah – langkah yang dapat digunakan untuk 

memberi kepastian hukum bagi Para Kreditur atas “Boedel Pailit” 

yang berada di Luar Negeri, maka Peneliti merekomendasikan kepada 

Pemerintah agar segera melakukan negosiasi borderless insolvency 

agreement antara negara-negara asal investor yang ada di Indonesia 

dengan penekanan-penekanan mutual agreement dan jalur diplomasi 

internasional, serta melakukan penambahan ketentuan internasional 

selain Pasal 212, 213 dan 214 UU Kepailitan dan PKPU, dan juga 

sekaligus mengoptimalkan kedudukan hukum negara Indonesia . 
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